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ABSTRACT

Amendments to the Corruption Eradication Commission (KPK) Law
Number 30 of 2002 amended by Law Number 19 of 2019 concerning the Second
Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication
Commission. In the amendment to the Law, several articles were added, one of
which was highlighted was the wiretapping article, namely Article 12B, Article
12C and Article 12D, which required prior permission from the supervisory board
before the KPK conducted wiretapping. As a result of these changes, it has
implications for the performance of the KPK in carrying out its duties and
authorities.

This research is a library research with a juridical normative approach.
Sources of data used in this study consisted of primary, secondary, and tertiary
data. The analytical method used in this research is descriptive analytical with
siyasa dustzriyyah perspective.

The results show that the implications of changing the wiretapping
mechanism in Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law
Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission affect the
performance of the KPK which is slightly slower. The wiretapping mechanism in
this Law requires written permission from the supervisory board. The implication
of changing the KPK's new task mechanism is a decrease in the number of cases
handled by the KPK. In 2017 there were 182 cases, in 2018 there were 274 cases,
in 2019 there were 268 cases, in 2020 there were 208 cases and in 2021 it
decreased to 127 cases. Another implication is the declining level of public trust
in the KPK in handling corruption cases. As for the authority of the KPK, if
viewed from the perspective of the siyasa dustiriyyah with its basic principles, it
cannot achieve justice because after the amendment to the law it benefits
corruptors. And it does not bring benefits because the cases handled by the KPK
have decreased and there is debate in the community regarding the wiretapping
article.

Keywords: Corruption, KPK, Wiretapping, Siydsah Dustiriyyah



ABSTRAK

Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Nomor 30 Tahun 2002 diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam perubahan Undang-
Undang tersebut ditambahkan beberapa pasal, salah satu yang menjadi sorotan
terdapat pada pasal penyadapan yaitu Pasal 12B, Pasal 12C dan pasal 12D, yang
mengharuskan adanya izin terlebih dahulu dari dewan pengawas sebelum KPK
melakukan penyadapan. Akibat perubahan tersebut memberikan implikasi pada
kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) dengan
pendekatan normatif yuridis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini
terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier. Metode analisa yang digunakan
dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan perspektif Siyasah
Dustiriyyah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi perubahan mekanisme
penyadapan dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi mempengaruhi kinerja KPK yang sedikit melambat.
Mekanisme penyadapan dalam Undang-Undang ini mengharuskan adanya izin
tertulis dari dewan pengawas. Implikasi perubahan mekanisme tugas KPK yang
baru adalah terjadinya penurunan perkara yang ditangani KPK. Tahun 2017
sebanyak 182 perkara, tahun 2018 sebanyak 274 perkara, tahun 2019 sebanyak
268 perkara, tahun 2020 sebanyak 208 perkara dan pada tahun 2021 menurun
menjadi 127 perkara. Implikasi lainnya adalah menurunnya tingkat kepercayaan
masyarakat terhadap KPK dalam menangani kasus korupsi. Adapun kewenangan
KPK jika dilihat dari pandangan Siydsah Dustiriyyah dengan prinsip-prinsip
dasarnya tidak dapat mewujudkan keadilan karena setelah perubahan undang-
undang menguntungkan koruptor. Dan tidak membawa kemaslahatan karena
perkara yang ditangani KPK menurun dan perdebatan dimasyarakat terkait pasal
penyadapan.

Kata Kunci : Korupsi, KPK, Penyadapan, Siyasah Dustiriyyah
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam

penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri

Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:

158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I.  Konsonan Tunggal

/ Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
o ba’ b be
< ta’ t te
& sa’ ) es (dengan titik di atas)
z Jim j Je
z ha’ h ha (dengan titik di bawah)
z kha Kh ka dan ha
2 dal d de
3 Zal y/ ze (dengan titik di atas)
D ra’ r er
J zai z zet
o sin S es
o syin sy es dan ye
o= sad $ es (dengan titik di bawah)
o= dad d de (dengan titik di bawah)
b ta’ t te (dengan titik di bawah)
L za’ z zet (dengan titik di bawah)
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& ‘ain ‘ Koma terbalik di atas
¢ gain g ge

- fa’ f ef

3 qgaf q qi

B kaf k ka

J lam I el

e mim m em

8 nun n en

5 waw W we

o ha’ h ha

e hamzah ‘ Apostrof
¢ ya’ y ye

Il.  Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

-

Ay ditulis Sunnah

e ditulis ‘illah

I1l. Ta’ Marbutah di akhir kata
a. Biladimatikan ditulis dengan h
L) ditulis al-Ma’idah

43l ditulis Islamiyyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam
bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki
lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka
ditulis dengan h.

) 45 Hlaa Ditulis Mugaranah al-Maz\ahib




1IV. Vokal Pendek

1. fathah ditulis a
2. kasrah ditulis i
3. dammah ditulis u
V. Vokal Panjang
1. | Fathah + alif ditulis a
Ol ditulis Istih}san
2. | Fath}ah} + ya’ mati ditulis a
sl ditulis Uns\a
3. | Kasrah + ya’ mati ditulis r
& sl ditulis al- ‘Alwani
4. | D}ammah + wawu mati ditulis u>
asle ditulis ‘Ulu>m
VI. Vokal Rangkap
1. | Fath}ah} + ya’ mati ditulis ai
ab e ditulis Gairihim
2. | Fath}ah} + wawu mati ditulis au
Js# ditulis Qaul

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
Al ditulis a’antum
el ditulis u’iddat
A SE Oy ditulis la’in syakartum

VIIl. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah




oAl

ditulis

Al-Qur’an

ol

ditulis

al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf | (el)nya.

Al ditulis ar-Risalah
o Luaill ditulis an-Nisa’
IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.
Il al ditulis Ahl al-Ra yi
) Jal ditulis Ahl as-Sunnah
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KATA PENGANTAR
P (e

Lpod g rlpw Lgd o g m g clodl (3 e (600 8,05 D jrmy | jes 030y O Ul & dok
U Lels 5l pds iy AU atm U1 &gy g e e OF agal 5 B0 41 ) Y OF agal L1

*L*!L‘T"ﬁ:{LAM(-LWJWJATW&("@U\'\jl-;"\-”\ﬂj“js\;%d;"

Segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya
penyusun dapat menyelesaikan Tesis ini. Shalawat dan salam semoga
dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para
pengikut sampai hari kiamat nanti.

Tesis ini berjudul “Perubahan Mekanisme Penyadapan Terhadap Kinerja
KPK Perspektif Siyasah Dusturiyyah . Penyusun menyadari bahwa Tesis ini tidak
dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai
pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini

penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Phil Al Makin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan

Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf yang sangat berperan

dalam proses perkembangan Fakultas Syariah dan Hukum, yang selalu

xii



mempersembahkan lulusan terbaik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga untuk menjadi agent of change bagi masyarakat.

3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Kaprodi Magister Ilmu Syari’ah

4. Dr. Hj. Siti Fatimah, SH, M.Hum., selaku Pembimbing Tesis yang telah
mencurahkan segenap daya, yang dengan sabar membimbing penyusun dan
telah meluangkan banyak waktu dalam penyusunan Tesis ini.

5. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih tak terhingga kepada kedua orang
tua Bapak Kasiyato dan Ibu Dewi, atas segala doa, dan bimbingannya.

6. Para pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu, terimakasih atas
segala kebaikan dan doa bagi penyusun, semoga segala kebaikan dibalas Allah

dengan nikmat yang tidak ternilai. Amin.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi
amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir
kata, penyusun hanya berharap semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi

penyusun dan kepada seluruh pembaca. Amin ya Rabbal ‘Alamin.

Yogyakarta, 27 Mei 2022
Penyusun,

<l

Muhamad Nurul Huda
18203010037

xiii


https://uin-suka.ac.id/id/page/detil_dosen/197609202005011002-Abdul-Mughits

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...t i
ABSTRAK bbb i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS ... \Y;
HALAMAN PENGESAHAN ... v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN. ..ottt Vi
MOTTO ..o AN, . AUMIIG................coonviceriinnnniinninenns vii
HALAMAN PERSEMBAHAN ..ottt viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....ccociiiiiiieieeseee e, iX
KATA PENGANTAR .t X1V
DAFTAR IST ..ottt XV

BAB | PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..........cccccovviiiiiiii e 1
B. RUMUSAN MaSalah ...........cceoiiieiiiiecic e 5
C. Tujuan dan Manfaal............ocoeiiiieiiiei s 6
D. Telaah Pustaial. k. LYL ANV UNLV.ERILLY . 7
E. Kerangka TeOrtiK..........ccoiviiiiiiiieie et 10
F. Metode Penehitian coc.. oot it o it 5 se et ee e 20
G. Sistematika Pembanasan ..........cccoceiieiiiieiiiene e 21

BAB Il TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP INDEPENDENSI,
PROFESIONALITAS, PENYADAPAN DAN SIYASAH DUSTURIYYAH

A. Konsep Independensi Kekuasaan KPK

1. Pengertian INdependensi .........cccvevveiiieiie e 23
2. Profesionalitas ... 30
3. Penyadapan Secara UmMUmM .........ccoieiiinenieneniseeeeeee e 35

B. Konsep Siyasah Dustiriyyah

Xiv



1. Pengertian Siydsah DUStariyyah ............ccccocuoioeoeienenieicseneses 42
2. Ruang Lingkup Siyasah Dustiiriyyah.........cc.ccooviiiiiiiiiincienenens 44
3. Prinsip-Prinsip Dasar Siyasah Dustliriyyah ..........cccccoovvvviieiiieinennn 49
4. Lembaga Hisbah..........cccooviiiiiii e 57

BAB 111 KAJIAN PERAN KPK DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

A. Sejarah Terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi ...........c.cccceveunin. 64
B. Dasar Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi ..........cccccoceeerencnnninnn. 67
C. Tugas Pokok dan Fungsi KPK Sebelum Perubahan UU Nomor 19 Tahun
2019 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .........c.cccecvvevevvenieannnn, 69
D. Tugas Pokok dan Fungsi KPK Setelah Perubahan UU Nomor 19 Tahun
2019 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi..........c.ccccecvvevievvenieannenn 81

E. Penyadapan dan MekaniSMeNYa .........ccccceveiieieiiieieeie e seese e 91

BAB IV ANALISA MEKANISME PENYADAPAN KPK PASCA
PERUBAHAN UU KPK DAN IMPLIKASINYA DALAM PERSPEKTIF
SIYASAH DUSTURIYYAH

A. Implikasi dari Berubahnya Mekanisme Penyadapan Terhadap Kinerja

B. Perspektif Siydsah Dustiriyyah mengenai Implikasi perubahan

Penyadapan Terhadap Kinerja KPK ..........ccccccoiiiiiiiiiic e, 112
BAB V PENUTUP
AL KESIMPUIAN ... 119
Bl SAIAN..i e 121
DAFTAR PUSTAKA L.ttt ettt e e e e 122
LAMPIRAN-LAMPIRAN

XV



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara tentang kejahatan, tentunya banyak terdapat di suatu negara, dan
salah satu kejahatan yang sulit diberantas dalam kehidupan suatu negara adalah
kejahatan korupsi. Penyalahgunaan dana negara (perusahaan, organisasi, yayasan,
dan lain-lain) untuk keuntungan pribadi atau alasan lain disebut korupsi. Kata
korupsi berasal dari bahasa Latin corruptus, kata sifat, dari kata coruumpere, yang
berarti menghancurkan.® Korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistematis dan
meluas dalam perkembangannya. Menyebabkan kerusakan nasional dan membuat
rakyat sengsara. Inilah sebabnya mengapa korupsi sekarang dianggap sebagai
kejahatan luar biasa. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut
KPK dibentuk untuk menangani akibat korupsi.

KPK didefinisikan sebagai lembaga negara dalam kelompok kekuasaan
eksekutif, “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun
kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat
independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.” KPK bertugas
melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan melakukan penyelidikan,
penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.? Kekuasaan ini memungkinkan

KPK untuk sepenuhnya menjalankan mandatnya untuk fokus pada pemberantasan

Pengertian Korupsi https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi diakses pada tanggal 22
November 2019 pukul 21:00 WIB.

?Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, Pasal 3.



korupsi di Indonesia. Konflik sering muncul karena tugas penyidikan, penyidikan,
dan penuntutan tidak hanya dilimpahkan kepada KPK, tetapi juga oleh kepolisian
dan Kejaksaan. Untuk menghindari benturan tugas tersebut, KPK dapat
mengambil alih tugas berdasarkan Pasal 10A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:
“Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Komisi
Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau
penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh
kepolisian atau kejaksaan” Pasal tersebut menyebutkan bahwa KPK hanya dapat
mengambil alih tugas kepolisian dan kejaksaan dibidang perkara korupsi.> KPK
sesuai dengan kewenangannya melakukan penyelidikan dan penyidikan,
berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK dalam melakukan
penyelidikan dan penyidikan berwenang untuk penyadapan. Serta rekaman audio
untuk menemukan bukti awal bahwa orang yang diduga melakukan atau akan
melakukan tindak pidana korupsi dapat dijerat dengan undang-undang
antikorupsi. KPK dapat menerapkan mekanisme penangkapan dengan melakukan
operasi penangkapan tangan setelah dianggap cukup bukti hasil penyadapan untuk

melakukan tindakan represif dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi

%Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, Pasal 10A ayat (1)

* Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi,Pasal 12 ayat (1)



preventif. Kekuatan penyadapan KPK diatur oleh konstitusi, dan kekuatan ini

secara khusus diberikan oleh undang-undang.®

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi memberikan pengertian penyadapan,‘“Penyadapan adalah
kegiatan untuk mendengarkan, merekam dan/atau mencatat transmisi informasi
elektronik atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan
jaringan kabel, jaringan komunikasi, jaringan nirkabel, seperti pancaran
elektromagnetis atau radio frekuensi maupun alat elektronik lainnya.”
Penyadapan adalah hasil elektronik yang digunakan untuk proses mengenali
ataupun menyelidiki yang bersumber pada data yang diucapkan, dikirim, ataupun
disimpan secara elektronik. setiap rekaman informasi, pembicaraan ataupun data
yang bisa dilihat, dibaca ataupun didengar yang bisa dikeluarkan ataupun tanpa
dorongan sesuatu fasilitas, baik ditulis di atas kertas, tidak hanya di atas kertas
atau direkam secara elektronik dalam bentuk teks, suara, foto, atau bentuk lainnya
yang mempunyai arti. Penyadapan KPK telah menuai banyak protes dari DPR RI
serta para pelaku korupsi itu sendiri yang menyatakan bahwa penyadapan oleh
KPK melanggar hak asasi manusia, kewajiban negara dan hak yang dilindungi
dalam kaitannya dengan hak atas kebebasan pribadi. Setiap orang berhak untuk

bebas dari ketakutan dan kekerasan. Hak seseorang tidak boleh dilanggar.

Bonyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Antikorupsi, mengatakan

® Deni Seryawati, KPK Pemburu Koruptor. (Pustaka timur: Yogyakarta. 2008), him, 30.

® Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, Pasal 1 ayat (5).



penyadapan yang dilakukan KPK tidak dimaksudkan untuk menipu orang,

melainkan ditujukan kepada pejabat korup yang merugikan masyarakat.’

Namun undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi
pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah disahkan pada 17 Oktober 2019
di Jakarta silam dipandang telah melemahkan KPK terkait tugas dan kewenangan,
salah satunya dalam penyadapan. Penyadapan KPK menjadi sulit dan terbatas.
Untuk menyadap seseorang harus mendapatkan izin dari dewan pengawas.
Sedangkan pengawas dipilih oleh DPR dan menyampaikan laporannya kepada
DPR setiap tahun. Korupsi merupakan kejahatan berat yang dilakukan secara
rahasia. Jadi alat bukti dari penyadapan sangat penting dalam kasus korupsi yang
sulit ditemukan, penyadapan diberikan batas waktu tiga bulan, meskipun
pengalaman KPK dalam menangani kasus korupsi akan memakan waktu lama
untuk operasi korupsi yang canggih dengan persiapan yang cermat. Aturan ini
tidak mampu menghadapi semakin canggih dan kompleksnya kasus korupsi.®

Kesulitan penyadapan meningkat karena menjadi lebih birokratis. Ada
beberapa tahapan yang harus dilalui KPK sebelum melakukan penyadapan, hal ini
terdapat dalam pasal 12 B:

“(1). Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), dilaksanakan
setelah mendapatkan izin tertulis dari dewan pengawas. Ayat (2). Untuk
mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan

permintaan secara tertulis dari pimpinan komisi pemberantasan korupsi. Ayat (3).

" Batasi Penyadapan KPK, http://www.kpk.go.id, diakses 22 November 2019
810 pokok persoalan https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1212-10-persoalan-di-draf-
ruu-kpk diakses pada 24 November 2019


https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1212-10-persoalan-di-draf-ruu-kpk
https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1212-10-persoalan-di-draf-ruu-kpk

Dewan pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1x24 (satu kali dua puluh
empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan. Ayat (4). Dalam hal pimpinan
komisi pemberantasan korupsi mendapatkan izin tertulis dari dewan pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam)
bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali
untuk jangka waktu yang sama.””

Ada peningkatan risiko waktu yang diperlukan untuk kebocoran kasus
dalam pengajuan penyadapan dalam kasus korupsi. Terutama dalam kegiatan
Operasi Tangkap Tangan (OTT), kecepatan pemrosesan dan akurasi diperlukan.

Implementasi OTT semakin sulit seiring dengan kompleksnya syarat penyadapan

dalam penerapan aturan undang-undang KPK.*°

Berdasarkan paparan diatas, pembahasan perubahan penyadapan oleh
KPK penting untuk dikaji karena berdampak pada kestabilan nasional. Siyasah
Dustiriyyah akan menjadi alat analisis karena apakah sudah sesuai dengan

prinsip-prinsip dasar dalam menjalankannya.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah
terjadi pada perubahan mekanisme penyadapan yang sebelumnya tidak dijelaskan

secara rinci namun cukup efisien dalam menangani kasus korupsi akan tetapi

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, Pasal 12B.

1%https://nasional.kompas.com/read/2019/09/25/10382471/ini-26-poin-dari-uu-kpk-hasil-
revisi-yang-resiko-melemahkan-kpk?page=all. Diakses pada 24 November 2019 pukul 20.00 wib


https://nasional.kompas.com/read/2019/09/25/10382471/ini-26-poin-dari-uu-kpk-hasil-revisi-yang-resiko-melemahkan-kpk?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2019/09/25/10382471/ini-26-poin-dari-uu-kpk-hasil-revisi-yang-resiko-melemahkan-kpk?page=all

setelah adanya perubahan yang dijelaskan pada pasal 12B, 12C dan 12D,

perubahan tersebut berimplikasi pada kinerja KPK. Oleh karena itu permasalahan

yang akan dijabarkan dalam bentuk dua pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implikasi penyadapan oleh KPK terhadap kinerjanya setelah
perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK?

2. Bagaimanakah perspektif Siydsah Dustiriyyah mengenai Implikasi perubahan

penyadapan terhadap kinerja KPK?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari pembahasan yang dilakukan dalam tesis ini, maka tujuan dan manfaat
penelitian ini sebagai berikut:

1). Tujuan Penelitian

a) Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tentang
implikasi penyadapan oleh KPK setelah adanya perubahan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

b) Penelitian ini memberikan pemahaman, dengan keterkaitannya dalam
perspektif Siyasah Dustiiriyyah mengenai adanya prinsip-prinsip dasar
yang ada didalamnya.

2). Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi seluruh
aspek konstitusi Islam modern dengan tujuan mengkonstruksi
argumentasi untuk penelitian normatif dalam bentuk pengambilan

keputusan atau legislasi dengan konsekuensi ilmiah. Jika ada



ketidaksesuaian antara aturan dan praktiknya, terutama tentang
mekanisme penyadapan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi fokus
kajian ini.

b) Secara teoritis penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian
terdahulu sehingga diharapkan berguna untuk perkembangan ilmu
pengetahuan berikutnya dan bisa dikembangkan Kembali untuk
mencapai kebaikan Bersama dalam berbangsa dan bernegara. khususnya
dalam bidang ketatanegaraan ataupun dalam hukum Islam.

c¢) Penelitian ini merupakan tugas akhir yang digunakan sebagai syarat untuk
menyelesaikan studi Magister [lmu Syari’ah.
D. Telaah Pustaka
Penelitian yang membahas penyadapan lembaga Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK). Selama penelusuran dilakukan ditemukan tulisan-tulisan dalam
bentuk artikel dan makalah atau bahkan skripsi telah ada, dan beberapa tesis yang
juga telah membahasnya. Pertama, Tesis Agne Nia Dara tentang “Penyadapan
sebagai alat bukti pasca putusan Mahkamah Konstitusi”. Dalam Tesis ini
menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi secara umum menyatakan
penyadapan melanggar privasi hal ini menyangkut hak asasi manusia (HAM).
Penelitian ini juga menekankan untuk penyadapan di atur agar tidak terjadi

adanya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh petugas terkait. Dalam



hal ini petugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang adalah penyidik
kepolisian, penyidik BNN, BIN, dan KPK. **

Kedua, penelitian terdahulu yang ditulis oleh Neny Fathiyatul Hikmah
terkait penyadapan juga di publikasikan dalam Jurnal terkait dampak implikasi
perubahan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Tindak Pidana Korupsi,
jurnal tersebut dengan judul “Keberadaan Dewan pengawas terhadap
Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyyah”.
Dalam jurnal tersebut penulis memaparkan atas keterkaitannya tugas dan
wewenang KPK dalam menjalankannya dengan adanya perubahan Undang-
Undang sebelumnya dengan adanya Dewan Pengawas, sebagaimana diketahui
bahwa dewan pengawas memberikan persetujuan Ketika KPK akan melakukan
penyelidikan dan penyidikan terhadap calon target dari operasi KPK. Penulis
memaparkan dalam jurnalnya bahwa dengan adanya dewan pengawas membuat
atau melemahkan dari kinerja KPK. Lebih lanjut keberadaan Undang-Undang
tersebut menaruh keberadaan KPK dalam kekuasaan Eksekutif. Lebih lanjut
dewan pengawas di berikan kewenangan yang sangat luas untuk mengawasi dari
tugas KPK, disisi lain hal tersebut di takutkan akan mengganggu dari pelaksanaan
tugas dan fungsi dari KPK sendiri. Sesuai dengan judul dari jurnal penulis
memasukkan perspektif Siyasah Dustlriyyah dalam melihat Lembaga
pengawasan tentu dalam Islam juga ada pada dahulu, Islam melihat Lembaga

pengawasan bertujuan mengajak kepada kebaikan dan mencegah keburukan,

Agne Nia Dara, “Penyadapan sebagai alat bukti pasca putusan Mahkamah Konstitusi ”
Tesis Magister Hukum Universitas Airlangga,(2017).



sehingga di pertimbangkan kewenangan dari dewan pengawas harus sesuai
dengan tujuan pengawasan.*?

Ketiga, penclitian Tamara Laurencia berjudul “Penyadapan oleh KPK
dalam Perspektif Due Process of Law” Hasil kajiannya menunjukkan bahwa
penyadapan merupakan pelanggaran terhadap hak privasi warga negara.
Penyadapan merupakan bagian dari kewenangan KPK yang dianggap terlalu besar
dan tanpa batas waktu. Ada tiga gagasan pengaturan sistem koruptor. di
Indonesia, khususnya asas praduga tak bersalah, asas persamaan dimuka hukum
dan rule of law, asas ini pada intinya menuntut keselamatan hak-hak tersangka
atau terdakwa, masing-masing dari substansi peraturan. yang mengatur.™

Keempat, penelitian Ahmad Yunus, Moh, Ali Hofi, dengan judul
“Formulasi Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam
Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia” Hasil kajian terhadap
kewenangan KPK dalam penyadapan harus terlebih dahulu mendapat izin dari
dewan pengawas yang dibentuk dengan bantuan DPR dan Presiden. Hal ini

memicu KPK kini tak lagi leluasa dalam menjalankan tugasnya.**

Kelima, penelitian Nehru Asyikin, Adam Setiawan, dengan judul,
“Kedudukan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Diterbitkannya Revisi
Undang-Undang KPK” Hasil kajian menunjukkan bahwa penempatan KPK

berada dirumpun eksekutif, sebaliknya KPK bersifat independen. Pergeseran

'2 Neny Fathiyatul Hikmah, “Keberadaan Dewan pengawas terhadap Independensi Komisi
Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyyah”, Jurnal Al- Balad, Vol. 2. No. 2 (2020)

3 Tamara Laurencia, “Penyadapan oleh KPK dalam Perspektif Due Process of Law”,
Jurnal Mercatoria, Vol.12, No.2 (Desember 2019), him. 122-138

YAhmad Yunus, Moh, Ali Hofi, “Formulasi Kewenangan Penyadapan Komisi
Pemberantasan Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”
Jurnal Hukum : HUKMY, Vol. 1, No.1 (April 2021), him, 35-53
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peran KPK sebagai bagian dari rumpun eksekutif berimplikasi menjadi kendala
KPK dalam upaya pemberantasan korupsi, bahkan KPK memiliki kemampuan
untuk memperoleh intervensi yang beragam, khususnya dari ranah eksekutif.*
Penelitian sebelumnya menjabarkan terkait penyadapan yang melanggar
hak privasi, penelitian lainnya membahas tentang independesi KPK setelah
adanya perubahan. Metode yang digunakan secara umum normatif yuridis
sedangkan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-
undangan, pendekatan konsep dan pendekatan perbandingan. Sedangkan pada
penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dan pendekatan yang
digunakan peraturan perundang-undangan yang kemudian dianalisis dengan
konsep prinsip dasar siyasah dusturiyyah yaitu konsep keadilan, konsep
persamaan dan konsep kemaslahatan.
E. Kerangka Teoritik
1. Konsep Independensi dan Imparsial
Pengertian dasar independensi adalah kebebasan, pemerintahan sendiri,
keberadaan mandiri, bukan dalam keadaan dominasi pribadi atau institusional.
Maka dalam suatu pelaksanaan bebas tanpa tekanan atau adanya pengaruh
yang dapat mengubah pendirian dalam membuat keputusan dan kebijakan
dalam menjalankan tugasnya.’® Dalam kamus politik juga dijelaskan

independensi adalah keadaan atau keadaan tidak dapat diandalkan, tunduk,

5 Nehru Asyikin, Adam Setiawan, “Kedudukan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca
Diterbitkannya Revisi Undang-Undang KPK” Justitia Jurnal Hukum, Vol. 4 No. 1 (April 2020),
him 126-147

1 Hendra Nurtjahjo, “Lembaga, Badan, Dan komisi Negara Independen (State Auxiliary
Agencies) Di Indonesia : Tinjauan Hukum Tata negara” Jurnal Hukum dan pembangunan, Vol.3,
No. 3 (September 2005), him. 280
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dikuasai, atau dibatasi oleh pihak lain. Menurut konsep kebebasan dapat
diartikan sebagai kemerdekaan atau keadaan bebas, dan dapat juga diartikan
sebagai kemampuan manusia untuk mengatur tingkah laku dan kehidupannya
menurut kehendaknya sendiri tanpa batasan atau halangan. Kebebasan ini
memang dapat dan sering dibatasi oleh kelemahan internal (psikologis, moral)
atau oleh kendala atau paksaan eksternal, yang dapat bersifat alami/legal
(kebebasan orang lain dan tatanan sosial) atau ilegal dan jahat (diktator,
perlakuan tidak adil)."” Sedangkan Imparsial seperti yang di sampaikan
Suparman Marzuki (Mantan Ketua Komisi Yudisial Periode 2013-2015)
“imparsialitas adalah ketidakberpihakan, kenetralan serta sikap tanpa bias dan
5518

prasangka dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara.

Karakteristik yang dimiliki oleh lembaga negara independen adalah:

a) Independensi tugas dan fungsinya telah diakui dalam peraturan

konstituennya (persyaratan normatif)

b) Independensi berarti bebas dari pengaruh, kendali atau kehendak

penguasa eksekutif.

c) Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian anggota lembaga negara
yang independen diatur secara khusus, secara tidak langsung berdasarkan

kehendak Presiden,

BN Marbun, kamus Politik, (Pustaka Sinar Harapan : Jakarta, 2003), him. 262.

BArtikel dalam kolom tempo.com judul Independensi dan imparsialitas Hakim
https://kolom.tempo.co/read/1000212/independensi-dan-imparsialitas-hakim/full&view=0k
diakses pada 26 Februari 2022 pukul 10.00 wib


https://kolom.tempo.co/read/1000212/independensi-dan-imparsialitas-hakim/full&view=ok
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d) Kepemimpinan suatu badan negara yang independen bersifat kolektif,
dengan jumlah anggota ganjil, dan keputusan diambil melalui mekanisme

pemungutan suara terbanyak.

e) Masa jabatan pimpinan lembaga negara yang merdeka itu tetap, masa
jabatannya selesai bersamaan, dan masa jabatan berikutnya dapat

dipilih kembali paling lama 1 kali masa jabatan.

f) Kontrol kepemimpinan lembaga negara yang independen tidak berasal

dari partai politik tertentu

g) Secara umum, tujuan menjadi anggota badan negara yang independen

adalah sebagai penyeimbang yang bersifat nonpartisan.*®

Kekuasaan kehakiman, menurut sistem ketatanegaraan Indonesia,
adalah kekuasaan yang tidak memihak yang dijalankan oleh Mahkamah Agung
dan lembaga-lembaga peradilan yang dibawahnya. Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan kekuasaan kehakiman
yang merdeka atau merdeka dalam Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3),
sebagai berikut: “(1) Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”(2)
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan

peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. (3) Badan-

9 Kelik iswandi, Nanik Prasetyoningsih, “Penyelesaian Sengketa kewenangan lembaga
Ngera Independen Di Indonesia”, SASI, Vol 26 No. 4 (Okt-des 2020) him, 434-446.
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badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur
dalam undang-undang.” Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung telah diubah dengan undang-undang, seperti halnya
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang. Nomor 14
Tahun 1985 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang. Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung. “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum” demikian bunyi Pasal 1
Angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman, jauh ditegaskan: “Dalam rangka menyelenggarakan negara hukum
Indonesia, kekuasaan kehakiman adalah kemampuan suatu negara merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Dalam penjabaran nomor | Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009, independensi peradilan dalam penyelenggaraan peradilan

diperjelas secara lebih rinci.?

% Andi Suherman, “Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan
Kehakiman” Sign Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1, (September 2019), him 42-51.
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2. Konsep Siyasah Dustiriyyah

Siyasah dustiriyyah adalah siyasah yang membahas tentang aturan-aturan
pokok tentang bentuk pemerintahan, batas-batas kekuasaan, pemilihan kepala
negara, batas-batas kekuasaan adat untuk menyelenggarakan urusan-urusan
kemanusiaan, dan penetapan hak-hak wajib bagi rakyat dan masyarakat, serta
hubungan antara penguasa dan rakyat.?

Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga pengawasan ini biasanya
meliputi kisbah (lembaga peradilan yang bertanggung jawab menyelesaikan
kasus pencurian dan penipuan dalam bisnis), kemudian al-Qada’ (lembaga
peradilan yang kegiatannya memutus perkara perdata) dan kasus pidana antar
sesama warga negara), dan ada juga al-mazalim (lembaga peradilan yang
ditugaskan untuk menangani kasus-kasus yang terjadi karena perselisihan yang
melibatkan penyelenggara negara dan rakyat dalam hal pengambil hak rakyat
yang dilakukan oleh penguasa, lalu membentuk kebijakan dan peraturan).?
Secara umum dapat diambil kesimpulan dari para ahli Sebagai peraturan yang
mengatur bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan kewajibannya yang
mengatur tentang tindak pidana kejahatan antar penguasa dan penduduk atau
rakyatnya.”® Dalam fikih siydsah ada konsep prinsip-prinsip dasar yang akan
membantu menganalisis permasalah dipenulisan ini. Berikut konsep-konsep

dasar dalam fikih siyasah:

2 suyuthi Pulunngan, Fikih isyasah Ajaran, Sejaran dan pemikiran, (Yogyakarta: Ombak,
2014), him. 43

2 Ridwan HR, Figh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan, (Yogyakarta: FH Ul
Press, 2007), cet. ke-1, him. 273

2 Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam
persepektif Fikih Siyasah (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), him. 238
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a. Konsep persamaan (al-Musawah)

Persamaan adalah satu termasuk syiar Islam yang paling esensial.
Nas Al-Qur’an dan hukum Islam telah menetapkan atas kesempurnaan
karakteristik asas tersebut. Hal itu karena Islam tidak membedakan antara
sesamanya dalam mentaati peraturan perundang-undangan. Tidak ada
seorang yang lebih tinggi daripadanya. Pemimpin umat Islam dan
penguasanya serta masing-masing individual itu sama kedudukan, tidak
ada keistimewaan hukum khusus atau peradilan khusus, bagi seseorang

tetapi mereka itu sesama dihadapan hukum.?*

Persamaan dalam syariat Islam merupakan pokok persoalan
penting. Islam menetapkan persamaan diantara manusia seluruhnya dalam
asal usul mereka yang awal dan menjadikan kompetisi diantara mereka
atas dasar amal saleh dan kebajikan yang mereka kerjakan. Allah

berfirman :

v ° o N ° ~. % @ P
S5 G @S Gakx U] Dl Gl
z g T

¢ B AIYRLL. |

\)9/)1.;;; JEL:B/) L.gj.a.& {"{L“J‘*}) uij

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya kami jadikan kalian dari laki-laki
dan perempuan serta kami jadikan kalian bangsa dan suku bangsa agar
kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling utama diantara kalian
disisi Allah adalah yang paling takwa ”.%°

Jadi asal usul manusia adalah satu dan allah menjadikan mereka
berbangsa dan bersuku bangsa, hanyalah agar mereka saling mengenal dan

saling memberi pertolongan sebagai hasil perkenalan itu, bukan agar

?  Abdul Wahab Khallaf, “Politk Hukum Islam” Penerjemah Zainudin Adnan,
(Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), him, 31.
% Al-Hujarat (49:13).



16

mereka saling berbangga diri dengan keturunan atau melakukan kedurjaan,
diskriminasi berdasarkan ras, asal usul atau suku bangsa sebagai akibat
kebanggan tersebut. Itulah sebabnya, Islam mencabut akar-akar fanatisme
jahiliyah dan saling berbangga diri dengan keturunan dan ras. Standart
keunggulan manusia diletakkan atas dasar sifat-sifat baik yang mereka
miliki.

Asal usul persamaan dalam syariat Islam berakar dalam sekali.
Manifestasi dalam persamaan banyak dalam hukum dan prinsip syariat,

antara lain persaan didepan hukum dan peradilan.
1. Persamaan didepan hukum

Persamaan didepan hukum merupakan salah satu manifestasi
prinsip persamaan yang dituntut oleh keadilan yang dicanangkan Islam.
Hukum dilaksanakan atas semua orang tanpa mengistimewakan
seseorang individu atas lainnya karena sebab jenis kelamin, warna kulit,

kedudukan bahkan akidah. Dalam hadis sahih disebutkan:

o)) oged B s 3y 058 5 s o) b B 13) 153187 AT (SIS e ) el L)

Ly comad) 3 e iy b O 1 g ¢l ale 15l

Artinya: “Sesungguhnya yang telah membinasakan umat sebelum kalian
adalah jika ada orang terhormat dan mulia di antara mereka mencuri,
mereka tidak menghukumnya. Sebaliknya jika orang rendahan yang
mencuri, mereka tegakkan hukuman terhadapnya. Demi Allah, bahkan
seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang
akan memotong tangannya”.(HR. Bukhari No. 6788 dan Muslim
No0.1688)


https://republika.co.id/tag/muhammad

17

Sebenarnya, pelaksanaan persamaan ini akan menebarkan
kerelaan dan ketenangan dalam hati para warga negara atas hak-hak
mereka menjadikan mereka merasa kepentingan atas kelestarian negara
mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh  menjaga dan

mempertahankannya.?®
2. Persamaan didepan peradilan

Dalam pemerintahan Islam, semua warga negara sama didepan
peradilan, baik dari segi kepatuhan mereka terhadap keputusan,
prosedur yang dipenuhi dalam melakukan dakwaan, dasar-dasar
pengaduan, prinsip-prinsip memutuskan, pelaksanaan keputusan,
pelaksanaan keputusan, pelaksanaan hukum maupun kewajiban berlaku
adil diantara orang yeng berselisih. Tidak ada perbedaan antara satu
individu dengan yang lain bahkan musuhpun merasakan keadilan dan

persamaan didepan peradilan.?’
b. Konsep Keadilan (Al-‘4ddlah)

Segala kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kepala
negara baik yang sudah disebut maupun yang belum disebut, para fugaha
menyimpulkannya dibawah term “keadilan”. Keadilanlah tujuan yang
umum atau tujuan dari segala tujuan dari pemerintahan Islam. Orang-

orang yang membahas urusan-urusan pemerintahan atau politik, tidak

% Abdul Karim Zaidan, “Masalah Kenegaraan Dalam Pandangan Islam” Alih Bahasa
ABD. Aziz, (Jakarta : Yayasan AL-Amin, 1984), him, 53-55.
?" Ibid, him, 56.
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memperkatakan hal ini sebagai diperkatakan oleh ulama-ulama Islam, baik
tentang baik tentang keharusan orang berlaku adil, maupun tentang
kewajiban-kewajiban kepalan negara dan setiap orang yang mewilayahi
sesuatu wilayah yang berpautan dengan kemaslahatan umum. Keharusan
pemerintah berlaku adil, diterangkan oleh al-Qur’an dalam banyak ayat
dan mengerahkan Kkita supaya berlaku adil dan itulah tujuan dari

pemerintahan.?® Allah berfirman:

50 827 az.e,uﬂa/ﬂ",fsuju o 4 K. Vg f0, o . S0, T mos) L0l L&z
29358 5o (b R OB DS S gty S ekl e O i @0l
0 b L7 A w0 Al oo g0 st ® 08 By . e

Artinya ; “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah
Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan
pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al
Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada
Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan
lebih baik akibatnya » 29

Ath-Thabari dalam menafsirkan surat An-Nisaa (4:59), bahwa ayat
ini adalah suatu khithab Allah yang dihadapkan kepada para penguasa
yang mengharuskan mereka menunaikan amanah kepada orang yang
mereka perintahi, dan apa yang dipercakapkan kepadanya dengan adil dan

membagi sama rata. Ar-Razi juga menerangkan tafsirannya tentang surat

%8 Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, “llmu Kenegaraan dalam figih Islam, Disadur
dari buku An-Nadhariyyat As-Siyasiyah Al-Islamiyah oleh Dliya-uddin ar-rayis ”, (Jakarta : Bulan
Bintang, 1991), him, 109.

% An-Nisaa (4:59)
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An-Nisaa, bahwa ulama sependapat mengatakan bahwa orang yang

menjadi hakim (penguasa) wajib memutuskan perkara dengan adil.*
c. Konsep maslakah

Maslahah secara etimologis jamaknya al-mashalih berarti sesuatu
yang baik dan yang bermanfaat. Lawannya adalah keburukan atau
kerusakan. Dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah al-khair wa
ash-shawab yang artinya baik dan benar. maslakah dalam pengertian
umum adalah semua apa yang bermanfaat bagi manusia baik yang
bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan atau untuk menjaga
masuknya hal-hal yang berbahaya seperti dalam menghindari kesulitan
dan penderitaan. Adapun pengertian menurut syara’ tidak ada perbedaan
prinsip kalangan ulama ushul. Perbedaan hanya terletak pada perumusan

redaksi definisi.**

Kedudukan maslakah yang dikandung dalam masalah baru dilihat
dari kesejalanan yang mungkin dapat dijadikan sebagai dasar
pertimbangan dalam penetapan hukum, dari sisi ini maslahah dibagi
menjadi tiga bagian: pertama, maslahah yang dikandung tersebut dapat
diterima eksistensinya karena didasarkan pada kesejalannya dengan
petunjuk syara’. Kedua, maslahah yang dikandung dalam masalah baru

tersebut didasarkan pada pemikiran subjektif manusia tetapi ditolak oleh

%Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, “llmu Kenegaraan dalam figih Islam, him,
110.

3! Fauzul Iman, “Konsep Qiyas dan Maslahah dalam Ijtihad Muhammad Rasyid Ridla”
Jurnal Tajdid, Vol.26, No. 2 (2019), him, 157.
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syara’. Ketiga, maslahah yang ditemukan dalam suatu masalah yang
ditemukan dalam suatu masalah baru tidak ditunjuk oleh dalil khusus atau
dalil partikular tetapi juga tidak ada dalil yang membenarkan atau

menolaknya.*?

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, metode
hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan
sekunder. Penelitian ini tentang persoalan penyadapan KPK yang
diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang
diangkat dalam penelitian ini.*®

. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu metode yang berfungsi
untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang
diteliti melalui data yang telah terkumpul. Setelah itu data kajian tersebut
diambil diolah untuk dilakukan analisis.*

. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan.
Pendekatan perundang-undangan sebagaimana diketahui bahwa salah satu
keadaan norma yang menimbulkan permasalahan hukum normatif.
Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dengan cara menelaah Undang-

Undang dan regulasi dengan isu hukum yang ditangani. Dan kemudian

%2 Imron Rosyadi, “Pemikiran Asy-syatibi Tentang Maslahah Mursalah” Profetika: Jurnal

Studi Islam, Vol. 14, No. 1 (Juni 2013), him, 85.

%3 Soejono soekanto dan sri mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), him. 13.

% Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), him, 29.
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dianalisis dengan suatu konsep hukum Islam vyaitu konsep keadilan,
persamaan dan kemaslahatan.*

4. Berikut ini adalah sumber data untuk penelitian ini:

a. Data primer, dari penelitian ini berupa peraturan undang-undang yang
memiliki hubungan dengan objek yang diteliti termasuk sumber
informasi yang mengikat secara hukum seperti Al-Qur'an, UUD 1945,
dan peraturan perundang-undang yang terkait.

b. Data sekunder, yaitu memberikan penjelasan tentang data primer,
termasuk hasil penelitian dan pendapat ahli.

c. Data tersier, yang meliputi penjelasan tentang data primer dan
sekunder serta kamus dan ensiklopedia.

5. Analisis data menggunakan metode deduktif. Analisis deduktif adalah
suatu metode yang berangkat dari penalaran kaidah-kaidah umum untuk
melakukan penelitian terhadap suatu peristiwa khusus. Penguraian secara
deduktif dapat digunakan untuk meninjau kewenangan penyadapan yang
diberikan oleh KPK, khususnya dengan adanya Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang kemudian

dapat dikontekstualisasikan dengan perspektif Siyasah Dustiriyyah.

G. Sistematika Pembahasan
Untuk memberikan gambaran yang jelas dan terarah, maka sistematika

pembahasan ini sebagai berikut:

% peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Normatif, (jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2005), him. 96.
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Bab pertama dimulai dari pendahuluan dari latar masalah kemudian
menjelaskan tentang awal mula terjadinya suatu permasalahan karena adanya
ketidaksesuaian dalam pokok pembahasan, selanjutnya menguraikan tentang
pokok masalah kajian sehingga akan lebih terarah pembahasannya dan lebih fokus
dalam melakukan pengkajian, berikutnya tujuan dan kegunaan memberikan suatu
penjelasan terkait adanya penelitian, telaah pustaka merupakan sebagai acuan
untuk pembanding dari penelitian-penelitian sebelumnya untuk mengentahui dari
segi perspektifnya sehingga dapat membedakan dengan penelitian sebelumnya,
kerangka teoritik merupakan sebuah alat untuk mengkaji dalam penelitian, metode
penelitian sebagai pedoman atau acuan yang digunakan untuk meneliti agar
menghasilkan penelitian yang baik, dan sistematika pembahasan merupakan suatu
gambaran dari isi penelitian agar dapat memudahkan pembaca dalam memahami

penelitian ini.

Bab kedua penyusun uraikan teori dasar penelitian. Teori independensi,
Profesionalitas, penyadapan dan konsep Siyasah Dustiiriyyah didalamnya hisbah

Bab ketiga menguraikan tentang Kajian KPK, sejarah terbentuknya KPK,
dasar hukum KPK. tugas dan wewenang sebelum dan sesudah perubahan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-
undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi pemberantasan Tindak pidana
Korupsi, mekanisme penyadapan setelah adanya aturan di dalam undang-undang
Nomor 19 Tahun 2019.

Bab keempat menguraikan hasil dari penelitian bab sebelumnya dengan

menganalisis data yang ada. Menganalisis implikasi yuridis perubahan mekanisme
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penyadapan, dan melakukan analisis perubahan mekanisme penyadapan dari
pandangan Siydsah Dustiriyyah.
Bab kelima merupakan penutup, yang berisi kesimpulan dari analisis bab

sebelumnya dan saran serta memuat lampiran-lampiran.



BAB V
PENUTUP

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan

sebelumnya dapat diambil kesimpulan :

A. Kesimpulan
1. Perubahan mekanisme penyadapan diindikasikan sebagai penghambat
KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Kkarena
membutuhkan waktu lebih dan membuat kebocoran perkara kepada
terduga. Mekanisme penyadapan yang mengharuskan adanya izin
tertulis dari dewan pengawas yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2019 pasal 12B,12C dan 12D. Selain itu penempatan
KPK pada rumpun eksekutif rentan adanya intervensi dari kelompok
tersebut. Hal ini tentu berdampak pada kinerja KPK, terbukti
penanganan perkara mengalami penurunan sejak 5 tahun terakhir
dalam kurun waktu 2017-2021. Pada tahun 2018 KPK menangani
perkara sebanyak 274 tahun ini disebut perkara terbanyak yang di
tangani oleh KPK sejak dibentuk, setelah adanya revisi Undang-
Undang tahun 2021 perkara yang ditangani KPK turun menjadi 127
perkara. Ada faktor lain yang menyebabkan kepercayaan publik
kepada KPK menurun yaitu kurangnya integritas ditubuh KPK
pemimpin ataupun ketua KPK, dan kebijakan kontroversial KPK. Hal
ini berdampak pada tingkat kepuasan atau nilai kepercayaan publik ke

KPK, biasanya KPK selalu berada di tiga besar bersama Presiden dan

119
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TNI, namun tahun 2021 KPK berada nomor 5 dari survei yang di rilis
oleh Indikator yang dibagikan oleh Kompas.com.

Ditinjau dari konsep siyasah dustiriyyah terdapat lembaga hisbah
dengan wewenang menyebarkan amar makruf nahi munkar hampir
sama dengan lembaga KPK dalam pencegahan dan penanganan
perkara. Pandangan siydsah dustiriyyah Jika ditinjau dari konsep
persamaan, peraturan Yyang dibuat harus ditaati tanpa adanya
perbedaan. Persamaan didepan hukum tanpa mengistimewakan
seorang individu, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.
Ditinjau perspektif keadilan sebagai sistem kebanggaan karena dalam
hukum Islam keadilan adalah dasar dari suatu kekuasaan. Keadilan
juga sebagai garda utama untuk prinsip dasar yang telah digunakan
untuk landasan hukum Islam. Ditinjau dari maslahah setelah
perubahan terdapat banyak perdebatan terkait undang-undang KPK
terkhusus pada pasal penyadapan yang diindikasikan melemahkan
KPK. Sesuai konsep maslahah yang mengambil kebaikan dan menolak
keburukan. Karena setalah adanya perubahan mekanisme penyadapan
diindikasikan membuat keuntungan para koruptor untuk kabur terlebih
dahulu. Oleh sebab itu perlunya rekrontruksi peraturan tentang
mekanisme penyadapan KPK agar berjalan dengan konsep siyasah
dustariyyah agar peraturan tersebut memberikan persamaan, keadilan

dan maslakah.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penyusun memberikan saran kepada
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah (Presiden) sebagai lembaga
yang membuat dan mengesahkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Melakukan
pembaharuan peraturan harus lebih teliti. seharusnya melakukan pengkajian yang
mendalam dan mengetahui keadaan sebenarnya, dalam upaya pemberantasan
korupsi. Atau dapat melakukan perubahan kembali undang-undang KPK. Karena
peraturan yang dibuat dengan keadaan yang terjadi sebenarnya di lapangan maka
akan meningkatkan kinerja dari KPK. Kinerja KPK meningkat tentu akan

menjaga pada kestabilan nasional.
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